
Pelaporan Gratifikasi  
Perbup No. 38, Berita Daerah 2021/No. 38, 15 hlm. 
 

PERATURAN BUPATI NO. 38 TAHUN 2021 TENTANG PELAPORAN 

GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG 

ABSTRAK : - bahwa sehubungan dengan diundangkannya 
Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 

Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi, maka 
Peraturan Bupati Rembang Nomor 43 Tahun 2016 
tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di 

Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang perlu 
disesuaikan; 

 
-  dasar hukum: Undang-Undang Nomor 28 Tahun 

1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih 
dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 

Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3851); Undang-Undang Nomor 31 

Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 
Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara 
Republlik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 

2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 
Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan 

Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2001 Nomor 140, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150); 

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 

Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6573); Peraturan 

Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem 
Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4890); Peraturan Komisi Pemberantasan 
Korupsi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan 
Gratifikasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2019 Nomor 1438); 

CATATAN : Peraturan bupati ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan 18 November 2021 dan ditetapkan 18 

November 2021 



 

 


